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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “Kesabaran adalah rahasia terpenting untuk menikmati hidup”. 
( Aris Ahmad Jaya ) 
 “Seperti diatas, begitu juga dibawah, Seperti didalam, begitu juga 
diluar”. 
( Batu berukir Emerald, Th 3000 SM ) 
 “Seorang konsultan psikologi paling jenius sekalipun tidak lebih 
mengerti tentang pikiran dan keinginan kita lebih daripada diri kita 
sendiri”. 
( Aris Ahmad Jaya ) 
 “Jika kita dapat memimpikannya, kita akan mendapatkannya”. 
( Walt Disney ) 
 
 
 
 
 Karya ini kupersembahkan kepada : 
Allah SWT 
Bapak dan ibuku tercinta. 
Adikku tersayang 
Sahabat-sahabatku 
Almamaterku 
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ABSTRACT 
 
INTERN CONTROL SYSTEM EVALUATION FOR SALARIES PAYMENT 
AT DEPARTMENT OF TRADING AND MARKET MANAGEMENT AT 
NGAWI, EAST JAVA 
 
ERNA KURNIAWATI 
F3306042 
 
Firm or official duties need some systems to support their activities. One of 
these systems is payoff system. Payoff system needs special attention to achieve 
the aim of intern control such as save property, check accounting data validity, 
enhance efficiency. So, payoff system has to support by better intern control 
system which follow the procedure. It is the reason why author choose INTERN 
CONTROL SYSTEM EVALUATION FOR SALARIES PAYMENT AT 
DEPARTMENT OF TRADING AND MARKET MANAGEMENT AT NGAWI, 
EAST JAVA be the research title. 
The aims of this research are to evaluate intern control application for payoff 
system at department of commerce and market management at Regency Ngawi, to 
know weakness and advantage of intern control system at department of 
commerce ang market management of Regency Ngawi. 
Research result can use as consideration manner to determine better payoff 
system.  
The analysis use direct sampling/observation, face to face dialog with 
related agent, interview and documenting. 
Result research show that intern control application for payoff system at 
department of commerce and market management at Regency Ngawi have been 
executed better, it based on procedural payoff system application like authorized 
payoff document by related official that secure validity of accounting data. But, 
any weakness of this system such as absence recording which without time came 
home. It make omployee go home earlier that disturb employee efficiency. 
 Based on result research, author give some suggestions to be 
considerations for Department of Commerce and Management Market at Regency 
Ngawi such as make valid absence record that supplied with time came home so 
the employee can not go home earlier of before working time is off, conduct 
sudden inspection. 
 
Keywords : Intern Control System, Salaries Payment 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN 
PASAR KABUPATEN NGAWI 
1. Profil Dinas Perdagangan  
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi adalah salah 
satu dinas pendapatan yang ada di Kabupaten Ngawi yang bergerak pada 
bidang perdagangan eksport import dan retribusi pasar. Pada awalnya 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Ngawi 
menjadi satu dengan Dinas Pendapatan Daerah (Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah / BPKD) Kabupaten Ngawi yang sekarang berganti 
nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset / BPKA), akan tetapi pada awal 
September 2008 Dinas Pendapatan dan Perdagangan Kabupaten Ngawi 
terpisah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar dan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati. 
1 
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Letak kedudukan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Ngawi merupakan tempat untuk melakukan aktivitas 
operasional dan tempat untuk melakukan administrasi. Pemilihan lokasi 
yang tepat merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dimasa 
yang akan datang, karena akan memudahkan warga Kabupaten Ngawi 
untuk melakukan urusan-urusan yang membutuhkan pelayanan 
Pemerintah Daerah terutama pelayanan retribusi daerah dalam upaya 
peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun lokasi 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi terletak di 
Jalan Teuku Umar No. 31 Ngawi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi 
tersebut sangat strategis karena berada di jalan utama Kota Ngawi, selain 
itu letak Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi juga 
mudah di jangkau oleh transportasi umum. 
 
2. Visi dan Misi 
Visi : 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi 
mempunyai visi sebagai berikut : 
“Menjadi Dinas terdepan dalam inovasi pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah”. 
Misi : 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi 
mempunyai misi sebagai berikut : 
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“Mewujudkan pendapatan yang optimal dan mampu meningkatkan 
produktivitas rakyat”. 
Dengan pelayanan prima dan pemerintah yang entrepreneur, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dapat tercapai maksimal setiap tahunnya. 
 
3. Struktur Organisasi 
Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi berdasarkan ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008, tanggal 15 September 
2008 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Perdagangan 
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi : 
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4. Tugas Pokok dan Fungsi 
Sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 51 Tahun 2008 
tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi terdiri dari : 
a. Kepala 
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas 
Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah yaitu retribusi pasar 
dan penerimaan lain-lain yang sah. 
Fungsi : 
1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan pasar dan  
penerimaan lain-lain yang sah. 
2) Pelaksanakan kebijaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di 
bidang pengelolaan pasar dan penerimaan lain-lain yang sah. 
3) Pelayanan umum di bidang retribusi pasar dan parkir. 
4) Penyelenggaraan pengelolaan Tata Usaha atau administrasi di 
bidang retribusi pasar. 
5) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ngawi sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Sekretariat 
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan  perencanaan, keuangan dan 
umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 
iv 
 iv 
Fungsi :  
1) Penyusunan Perencanaan program dan pelaporan. 
2) Pengelolaan administrasi keuangan. 
3) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 
4) Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi 
dan rumah tangga. 
5) Pengelolaan barang dan jasa inventaris. 
6) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yaitu : 
a) Sub Bagian Perencanaan 
Tugas : 
1) Menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan 
program. 
2) Menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan 
organisasi. 
3) Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanakan 
program dan proyek. 
4) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program. 
5) Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis.  
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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b) Sub Bagian Keuangan 
Tugas : 
1) Melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana 
anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 
2) Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin 
dan anggaran pembangunan. 
3) Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran 
keuangan dinas lainnya. 
4) Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan. 
5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
c) Sub Bagian Umum 
Tugas : 
1) Melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan. 
2) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, 
peralatan kantor dan keamanan kantor. 
3) Melakukan penyusunan perencanaan dan mengurus 
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor. 
4) Melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan 
perjalanan dinas. 
5) Melakukan penyiapan dan penyajian informasi. 
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6) Melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan. 
7) Melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk 
bahan perencanaan penyusunan program. 
8) Melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji 
berkala dan kenaikan tingkat. 
9) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
c. Bidang Perdagangan 
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar di bidang perdagangan dan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
Fungsi : 
1) Pengumpulan dan analisa data dalam rangka menyusun usulan 
rencana program bimbingan usaha sarana perdagangan, perusahaan 
dan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri maupun bahan 
masukan pihak lain yang memerlukan. 
2) Penyusunan usulan rencana dan program bimbingan usaha dan 
sarana perdagangan, yang antara lain meliputi usulan rencana dan 
program di bidang bimbingan usaha perdagangan, sarana 
perdagangan dan pendaftaran. 
3) Penyusunan bahan serta pemberian bimbingan, pengarahan 
maupun petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan pemberian dan 
pengendalian di bidang usaha dan sarana perdagangan. 
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4) Pelaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang sarana 
perdagangan dan pelaku usaha yang meliputi informasi, 
bimbingan, pembinaan dan pengarahan. 
5) Penyusunan bahan serta memberikan bimbingan di bidang 
perdagangan serta usaha pengembangan ekspor yang antara lain 
meliputi kegiatan pembinaan kepada calon eksportir/importer, 
pemberian informasi tentang jenis, harga potensi mata dagangan 
ekspor daerah maupun informasi tentang produse, pembeli luar 
negeri maupun kegiatan promosi dan peragaan mata dagangan 
ekspor daerah, petani daerah yang meliputi komoditi potensial 
yang dapat dikembangkan. 
6) Penyajian buku daftar perusahaan serta penyimpanan dan 
pemeliharaan data dan arsip wajib daftar perusahaan 
7) Penelaahan hasil pelaksanakan dan program di bidang bimbingan 
usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan serta 
kegiatan perdagangan yang antara lain meliputi faktor-faktor 
pendukung (informasi-informasi) dan penghambatnya untuk 
menyusun sarana pemecahannya. 
8) Bimbingan dan penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan 
perdagangan. 
9) Pelaksanakan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dengan 
instansi lain serta organisasi/asosiasi dunia usaha. 
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10) Bimbingan, pengendalian pelaksanakan penyediaan dan 
penyaluran barang dan jasa. 
11) Penganalisaan dan pengevaluasian masalah-masalah dan 
pemecahannya yang berhubungan dengan pembinaan dan 
perlindungan sebagai akibat penggunaan barang dan jasa oleh 
konsumen maupun perilaku dari pelaku usaha. 
12) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bidang perdagangan terdiri dari 2 seksi yaitu : 
a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha 
Tugas : 
1) Menyusun rencana pembinaan dan pengembangan di bidang 
perdagangan menurut potensi dan kondisi wilayah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan 
data/informasi di bidang perdagangan seperti produk-produk 
ekspor unggulan dan impor. 
3) Menyusun rencana pemantauan atas pemasyarakatan / 
penerapan mutu barang di wilayah berdasarkan peraturan yang 
berlaku serta menyusun rencana pembinaan / pengembangan 
dan peningkatan ekspor non migas di daerah. 
4) Mempromosikan produk-produk daerah kepada dunia luar baik 
yang bersifat regional, nasional dan internasional. 
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5) Menghimpun data-data komoditi ekspor dan pembeli di luar 
negeri dan diinformasikan kepada dunia usaha. 
6) Membuat laporan realisasi ekspor dan impor secara periodik. 
b) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Perlindungan 
Tugas : 
1) Mempersiapkan informasi tentang pentingnya suatu 
perlindungan terhadap konsumen sebagai akibat dari perilaku 
baik pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. 
2) Mempromosikan kegiatan-kegiatan pelaku usaha dan 
pembinaan / bimbingan apabila kemungkinan berpengaruh 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap perlindungan 
konsumen. 
3) Memberi bimbingan dan pembinaan dalam upaya peningkatan 
kwalitas dari perilaku para konsumen maupun pelaku usaha. 
4) Mempersiapkan informasi yang berhubungan dengan 
keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen mengenai 
hak maupun kewajiban sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
5) Mempersiapkan dan menyusun perumusan kebijakan teknis 
pelaksanakan kegiatan di bidang usaha perlindungan 
konsumen.  
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d. Bidang Ketertiban  
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar di bidang penataan, keamanan, pengawasan dan 
penyuluhan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Fungsi : 
1) Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional ketertiban dan 
keamanan pasar. 
2) Pelaksanakan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dalam 
rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut ketertiban dan keamanan pasar. 
3) Penyusunan pedoman penyuluhan dalam rangka ketertiban dan 
keamanan pasar. 
4) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bidang Ketertiban terdiri dari 2 seksi yaitu : 
a) Seksi Penataan 
Tugas : 
1) Melaksanakan kegiatan membimbing dan membina penataan 
pedagang di pasar. 
2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penempatan pedagang di 
lingkungan pasar. 
xi 
 xi 
3) Melaksanakan evaluasi / pemindahan para pedagang yang 
berada di luar lokasi, ke pasar yang sudah disediakan. 
4) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan 
fasilitas di dalam pasar. 
5) Bertanggung jawab terhadap ketertiban penggunaan fasilitas 
pasar. 
b) Seksi Keamanan dan Penyuluhan 
Tugas : 
1) Membantu kelancaran arus perdagangan di pasar dalam bidang 
keamanan. 
2) Mengadakan koordinasi kegiatan dengan instansi lain dalam 
rangka meningkatkan keamanan di pasar. 
3) Melaksanakan pengaturan dalam usaha menjaga stabilitas 
keamanan di pasar. 
4) Menjaga keamanan di dalam area pasar. 
5) Menyiapkan dan melaksanakan program penyuluhan dinas. 
e. Bidang Fisik dan Prasarana 
Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar di bidang pemeliharaan bangunan, kebersihan, 
penerangan lingkungan pasar dan pengembangan serta tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Fungsi : 
1) Penyusunan program kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan 
sarana fisik. 
2) Perencanaan kegiatan perbaikan dan pengaturan saluran air dan 
penerangan pasar. 
3) Pelaksanakan kegiatan untuk kebersihan dan pemeliharaan dalam 
pasar. 
4) Penyusunan program yang berkaitan dengan usaha-usaha 
pengembangan pasar. 
5) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya.  
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari 2 seksi yaitu : 
a) Seksi Pemeliharaan Bangunan 
Tugas : 
1) Melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan untuk 
pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya. 
2) Mengadakan pemeliharaan dan perawatan pasar serta fasilitas 
lainnya. 
3) Memelihara dan menata kerapihan bangunan-bangunan pasar. 
4) Melaksanakan program pengembangan pembangunan pasar. 
5) Melaksanakan evaluasi hasil pengembangan pembangunan 
pasar. 
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6) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pengembangan pembangunan pasar. 
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. 
b) Seksi Kebersihan dan Penerangan Pasar 
Tugas : 
1) Melaksanakan pembersihan gang-gang, tempat penjualan 
umum dan jalan-jalan di lingkungan pasar. 
2) Mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/wc, saluran 
pembuangan sampah yang telah disediakan. 
3) Memelihara ketertiban pembuangan sampah pada tempat-
tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. 
4) Menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kebersihan 
lingkungan pasar. 
5) Memelihara dan menjaga kelancaran air dan penerangan di area 
pasar. 
f. Bidang Pendapatan Pasar 
Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar di bidang pendapatan pasar dan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
Fungsi : 
1) Pelaksanakan penagihan, penerimaan retribusi dan pendapatan 
lainnya. 
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2) Penyelenggaraan pembukuan semua hasil retribusi dan pendapatan 
lainnya. 
3) Pelaksanakan usaha-usaha untuk kelancaran pembayaran retribusi 
dan pendapatan lainnya. 
4) Pelaksanakan pendapatan dan evaluasi pendapatan pasar. 
5) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bidang Pendapatan Pasar terdiri dari 2 seksi yaitu : 
a) Seksi Penerimaan dan Penagihan 
Tugas : 
1) Menerima setoran retribusi dan pendapatan pasar lainnya. 
2) Melaksanakan penagihan terhadap pembayaran retribusi dan 
pendapatan pasar lainnya. 
3) Mengkoordinasikan hasil pungutan retribusi dan pendapatan 
pasar lainnya. 
4) Menyetorkan hasil penerimaan retribusi dan pendapatan pasar 
lainnya. 
5) Menyusun mekanisme penyetoran retribusi dan pendapatan 
pasar lainnya. 
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendapatan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya. 
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b) Seksi Pembukuan, Pendataan dan Evaluasi 
Tugas : 
1) Melaksanakan pendataan jumlah pedagang dan fasilitas pasar 
serta kegiatan pasar. 
2) Menghitung potensi pendapatan pasar. 
3) Membukukan hasil pungutan retribusi dan pendapatan pasar 
lainnya serta barang berharga secara berkala. 
4) Menyusun seluruh laporan penerimaan retribusi dan 
pendapatan pasar lainnya serta barang berharga secara berkala. 
5) Menyusun target dan evaluasi pencapaian target penerimaan 
retribusi dan pendapatan pasar lainnya. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasioanl dan 
atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) 
atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan 
Bupati. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan 
dan Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin 
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oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Agar suatu daerah dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan 
pembangunan dari pemerintah, perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Hal ini merupakan salah satu keberhasilan otonomi daerah didalam 
kemampuan daerah mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu dalam 
pelaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta 
menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
sumber pendapatan asli daerah suatu kota atau kabupaten adalah retribusi 
pasar. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi adalah 
salah satu dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah, yang mengelola 
penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar dari masyarakat, yang mana 
harus mempunyai sistem pengendalian intern yang baik dan terkoordinasi, 
salah satunya adalah sistem penggajian. 
Sistem penggajian pada instansi pemerintah sangat berbeda dengan 
sistem penggajian pada perusahaan-perusahaan pada umumnya yang 
cenderung komersil. Hal ini karena perbedaan orientasi antara instansi 
pemerintah dengan perusahaan komersil. Instansi pemerintah lebih 
berorientasi pada sektor pemenuhan jasa atau pelayanan publik kepada 
masyarakat, sedangkan perusahaan komersil lebih berorientasi kepada 
pencapaian laba atau keuntungan. 
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Sistem penggajian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-
Undang Nomor 43 tentang kepegawaian. Undang-Undang tersebut lebih 
menekankan dalam pemenuhan prinsip adil dan layak sesuai dengan beban 
pekerjaan dan tanggung jawab. Meskipun dalam prakteknya, sistem 
penggajian pegawai negeri sipil yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip 
keadilan. Gaji pokok pegawai negeri sipil  ditetapkan dalam golongan 
berdasarkan pangkat yang dimilikinya, sedangkan pangkat tidak 
mencerminkan beban tugas serta tanggung jawab. Selain itu, kenaikan pangkat 
yang diikuti dengan kenaikan gaji secara otomatis tidak berdasarkan pada 
prestasi pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada korelasi 
antara gaji dengan beban tugas dan tanggung jawab. 
Agar dapat mengendalikan, memantau dan mengevaluasi seluruh unit-
unit kegiatan dalam suatu dinas ataupun perusahaan pada umumnya, 
khususnya dalam sistem penggajian, diperlukan suatu sistem pengendalian 
intern yang baik. Sistem pengendalian intern dapat mengendalikan, memantau 
dan mengevaluasi seluruh unit-unit usaha dengan baik. Selain itu, sistem 
pengendalian intern juga bertujuan untuk menuntun dan memotivasi usaha 
pencapaian tujuan dalam mendeteksi dan memperbaiki pelaksanakan kegiatan 
yang tidak efektif dan efisien. 
Menurut Mulyadi (1993) tujuan SPI adalah : Menjaga kekayaan 
organisasi, Mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi, Mendorong 
efisiensi, Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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Dalam konsep pengendalian, pemisahan fungsi sangatlah penting. 
Tujuan pokok pemisahan fungsi adalah untuk mencegah dan melakukan 
deteksi segera atas kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanakan tugas yang 
dibebankan kepada seseorang. Pengendalian intern yang digunakan dalam 
suatu perusahaan ataupun dinas pemerintahan merupakan faktor yang 
menentukan keandalan dan ketelitian data akuntansi, perlindungan terhadap 
kekayaan yang dimiliki, mendorong efisiensi dan juga dipatuhinya kebijakan 
manajemen. Untuk melihat tingkat keefektifan dari sistem pengendalian intern 
perusahaan dilakukan suatu pengujian. Pengujian yang dilakukan digunakan 
untuk melihat apakah kebijakan dan prosedur yang didesain telah memadai 
untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam lingkungan 
perusahaan dan apakah kebijakan serta prosedur yang ada telah dilaksanakan 
dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. 
Pengujian dapat dilakukan dengan memeriksa prosedur-prosedur yang 
diterapkan, apakah telah cukup memberikan keyakinan tentang keandalan dan 
ketelitian data akuntansi, perlindungan terhadap kekayaan yang dimiliki, 
mendorong efisiensi dan juga dipatuhinya kebijakan manajemen. Setelah 
pemeriksaan terhadap prosedur pengendalian intern, langkah selanjutnya  
adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedur 
pengendalian intern tersebut. Jika tingkat penyimpangan yang terjadi relative 
kecil maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern yang ada pada 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sudah efektif. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk 
mengadakan penelitian yang berjudul “EVALUASI PENGENDALIAN 
INTERN SISTEM PENGGAJIAN PADA DINAS PERDAGANGAN 
DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN NGAWI”. 
   
C. PERUMUSAN MASALAH 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah hanya 
pada pengendalian intern sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. Perumusan masalah dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis dalam melakukan 
penelitian secara tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana tata cara Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 
Ngawi dalam menerapkan sistem dan prosedur penggajian? 
2. Apakah sistem pengendalian intern terhadap prosedur sistem penggajian 
yang berlaku pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 
Ngawi sudah cukup baik? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 
dari penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Untuk mengevaluasi tata cara penerapan sistem dan prosedur akuntansi 
pada sistem penggajian yang ada di Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi. 
2. Untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern terhadap sistem 
penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat bagi Penulis 
Memberi kesempatan pada penulis untuk menambah, menerapkan dan 
membandingkan ilmu yang sudah diterima di bangku kuliah dengan dunia 
kerja nyata. 
2. Manfaat bagi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi 
Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 
evaluasi dalam melakukan perbaikan sistem pengendalian intern pada 
sistem penggajian yang sudah ada. 
3. Manfaat bagi Pihak Lain 
a. Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa lain 
yang akan mengambil penelitian dengan tema yang sejenis. 
b. Diharapkan bisa menjadi tambahan informasi untuk mempelajari dan 
mengkaji keadaan serta permasalahan yang ada kaitannya dengan 
sistem penggajian. 
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F. METODE PENELITIAN 
1. Ruang Lingkup 
Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai pengendalian intern sistem 
penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 
Ngawi yang berlokasi di Jalan Teuku Umar No. 31 Ngawi. 
2. Jenis dan Sumber data 
a. Data primer 
Merupakan informasi dan keterangan yang diperoleh dari sumbernya, 
yang diperoleh langsung ke obyek yang diteliti, baik dengan 
pengamatan maupun dengan wawancara pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
3. Metode Pengumpulan data 
a. Wawancara 
Pengumpulan data melalui metode wawancara atau tanya jawab secara 
langsung dengan pihak Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Ngawi, baik dengan pimpinan ataupun dengan 
karyawannya.  
b. Teknik Observasi 
Pengumpulan data melalui metode observasi atau pengamatan dengan 
cara melihat secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
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c. Teknik Kepustakaan 
Merupakan pengumpulan data dengan mengarah atau mengacu pada 
beberapa buku sebagai tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan 
pokok pembahasan masalah. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan 
lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, 
(Mulyadi, 2001 : 2). Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang 
berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Suatu sistem dikatakan sudah 
baik apabila didalamnya terdapat prinsip-prinsip pengendalian intern yang 
apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat mendorong terciptanya 
efisiensi operasi, melindungi kekayaan perusahaan dari pemborosan, 
kecurangan, dan pencurian serta menjamin terciptanya data akuntansi yang 
tepat dan dapat dipercaya. 
Pengertian Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang biasanya 
melibatkan beberapa orang didalam suatu departemen atau lebih yang 
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 
yang terjadi berulang-ulang, (Mulyadi, 2001:6). 
Ada beberapa definisi pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 
mengenai pengertian sistem dan prosedur antara lain sebagai berikut : 
a. Kata sistem adalah suatu penataan unsur-unsur yang satu dengan 
lainnya yang berkaitan, sehingga membangun satu kesatuan yang utuh 
25 
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dan mampu memenuhi segala kebutuhan atas tujuan-tujuan tertentu, 
(Arinta, 1993 : 1). 
b. Menurut W. Generald Colo seperti yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki 
Baridwan, Ak (1993 : 3), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 
skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 
fungsi utama perusahaan. Sedangkan Prosedur adalah suatu urutan-
urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 
satu atau lebih departemen, dibuat untuk memastikan penanganan 
secara seragam dari transaksi bisnis yang berulang-ulang. 
Dari Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 
rangkaian jaringan prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 
melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu sistem 
terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan 
kegiatan klerikal. 
  
2. Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengertian sistem 
akuntansi, ada beberapa definisi mengenai sistem akuntansi antara lain : 
a. Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah organisasi, 
catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 
guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 
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b. Sistem Akuntansi menurut Howard F. Statler dalam buku Zaki 
Baridwan (1981:2) adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-
prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan suatu usaha kesatuan ekonomis bertujuan untuk 
umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh 
manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak lain yang 
berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-
lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. 
c. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem akuntansi adalah sebagai 
berikut : 
1) Formulir 
Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 
transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen. 
2) Jurnal 
Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 
mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan serta data 
lainnya. Sumber dari pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 
3) Buku besar (General ledger) 
Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 
data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 
Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan 
unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 
keuangan. 
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4) Buku pembantu 
Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 
dalam buku besar. 
5) Laporan 
Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang 
dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 
laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, 
laporan biaya pemasaran dan daftar umur piutang. 
Sistem Informasi Akuntansi dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
informasi pihak internal maupun pihak eksternal instansi ataupun suatu 
perusahaan. Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin dalam 
buku Zaki Baridwan (1993 : 4) Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu 
komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, 
memproses, menganalisa, mengkomunikasikan informasi pengambilan 
keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak diluar 
perusahaan dan pihak intern perusahaan. 
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu kesatuan atas 
komponen dalam suatu organisasi yang mengolah transaksi keuangan 
untuk menyediakan informasi score keeping, attention, directing dan 
decision-making kepada pemakai informasi (Frederick H. Wi dalam 
Jogiyanto, 1988). Sistem Informasi Akuntansi dirancang sesuai dengan 
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prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, sehingga hasilnya akan tersusun 
secara baik. 
 
3. Pengertian Gaji dan Sistem Penggajian 
Pengertian gaji menurut Mulyadi (2001 : 373) adalah pembayaran 
atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai 
jenjang jabatan manajer dan tidak berdasarkan hasil kerja, jam kerja, atau 
satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Umumnya gaji dibayarkan 
secara tetap per bulan. Sedangkan menurut Hari Handoko (1991 : 161) 
definisi gaji adalah pembayaran tetap secara bulanan atau per minggu 
untuk karyawan administrasi, manajerial dan profesional. Biasanya gaji 
antar karyawan atau pegawai yang satu dengan yang lain berbeda, karena 
dipengaruhi oleh : Pendidikan, Pengalaman, Tanggungan, Kemampuan 
perusahaan, Kondisi para karyawan, Kemampuan karyawan, Hasil kerja 
karyawan. Sedangkan biasanya gaji pokok seorang karyawan atau pegawai 
dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan saat persetujuan. 
Keputusan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah juga akan 
mempengaruhi besar kecilnya gaji yang akan diterima. 
Sistem Penggajian adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 
menurut pola yang terorganisasi atau terpadu untuk melaksanakan suatu 
kegiatan pembayaran atau kompensasi atas penyerahan jasa yang 
dilakukan oleh karyawan atau pegawai yang meliputi pencatatan, 
pembuatan daftar gaji, penyiapan sampai pembayaran gaji. Proses 
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penggajian meliputi pengurangan pajak, tambahan tunjangan yang 
diterima, potongan-potongan tertentu, laporan kepada pemerintah dan 
persyaratan untuk kepegawaian. 
Dari berbagai pengertian diatas, disimpulkan bahwa sistem 
penggajian adalah suatu bentuk pemberian kompensasi yang diterima oleh 
karyawan atau pegawai yang sifatnya tetap per bulan atau per minggu. 
  
4. Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 
Menurut Mulyadi (1997 : 378-390) fungsi yang terkait, dokumen 
yang digunakan, catatan akuntansi, serta jaringan prosedur yang 
membentuk sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut : 
a. Fungsi-fungsi yang terkait 
1) Fungsi Kepegawaian 
Bertanggung jawab untuk menyeleksi pegawai baru, memutuskan 
penempatan pegawai baru, membuat surat keputusan tarif gaji, 
kenaikan pangkat dan golongan gaji serta mutasi gaji pegawai.  
2) Fungsi Pencatat waktu 
Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir 
atau absensi bagi semua pegawai. 
3) Fungsi Pembuat daftar gaji 
Bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi 
penghasilan bruto yang menjadi hak pegawai dan berbagai 
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potongan serta tunjangan yang diterima pegawai selama jangka 
waktu pembayaran gaji. 
4) Fungsi Keuangan 
Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan 
menguangkan cek tersebut ke bank. 
5) Fungsi Akuntansi 
Dalam sistem penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab 
untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan 
pembayaran gaji pegawai. 
b. Dokumen-dokumen yang digunakan 
1) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) 
2) Dokumen yang digunakan sebagai pendukung perubahan gaji 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji 
4) Mutasi Gaji (MI) 
5) Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji 
6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
7) Buku absensi 
8) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 
c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian adalah 
Buku Jurnal Umum. 
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d. Jaringan prosedur-prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 
untuk melaksanakan kegiatan penggajian bagi pegawai 
1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 
Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat 
waktu dengan menggunakan daftar hadir. 
2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji 
karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji 
adalah surat-surat keputusan mengenai karyawan baru, kenaikan 
pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji 
bulan sebelumnya dan daftar gaji hadir.  
3) Prosedur Pembayaran Gaji 
Prosedur pembiayaan gaji melibatkan fungsi akuntansi dan 
keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 
kepada fungsi keuangan untuk menulis cek sebagai pembayaran 
gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke 
bank dan memasukkan uang ke amplop gaji.  
 
5. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 
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mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, (Mulyadi, 2001 : 163). 
Sedangkan menurut American Institute of Certifiad Public 
Accountants (AICPA) Sistem pengendalian intern meliputi struktur 
organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi 
yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, 
memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi 
didalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan 
manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu, (Hartadi, 1997 : 3). 
Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut adalah : 
a. Menjaga kekayaan organisasi 
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
c. Mendorong efisiensi 
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 
2 macam : 
a. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control) 
Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi. 
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b. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administrative Control)  
Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong 
efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah : 
a. Sistem organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 
tegas.  
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi.  
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 
merupakan suatu proses untuk mengerahkan seluruh aktivitas organisasi 
dan manajemen agar tujuan dan rencana yang telah ditetapkan bisa 
berjalan dengan baik. Tercapainya tujuan tersebut antara lain karena telah 
dipatuhinya aturan-aturan dan kebijakan yang telah dibuat, serta adanya 
tindakan koreksi apabila dalam prakteknya terjadi penyimpangan atau 
kesalahan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem 
informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 
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6.  Sistem Pengendalian Intern Penggajian 
Berikut ini merupakan unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem 
akuntansi penggajian menurut Mulyadi (1997 : 390) yaitu sebagai berikut : 
a. Organisasi 
1) Fungsi pembuat daftar gaji terpisah dari fungsi keuangan. 
2) Fungsi pencatat waktu hadir terpisah dari fungsi operasi. 
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus 
memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai atau 
karyawan. 
2) Setiap perubahan gaji karena perubahan pangkat, perubahan tarif 
gaji, tambahan kelurga, harus didasarkan pada Surat Keputusan. 
3) Setiap potongan atas gaji selain dari pajak penghasilan, harus 
didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi 
kepegawaian. 
4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 
5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala bagian yang 
bersangkutan. 
6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 
7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh 
fungsi akuntansi. 
8) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 
dengan daftar gaji karyawan.  
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c. Praktek yang sehat 
1) Penulisan ataupun tanda tangan daftar hadir (absensi) harus 
diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 
2) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian 
perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan 
pembayaran. 
3) Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 
catatan penghasilan karyawan. 
4) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat 
daftar gaji. 
  
B. PEMBAHASAN 
1. Sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
kabupaten Ngawi 
Sistem penggajian adalah sistem yang digunakan untuk menangani 
transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan. 
 Formula yang digunakan untuk menentukan besarnya gaji bersih yang 
diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut : 
 Gaji Bersih = Gaji Kotor – Potongan 
 Gaji Kotor = Gaji Pokok + Tunjangan 
a. Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian pada Dinas Perdagangan 
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi  
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1) Fungsi Kepegawaian 
Fungsi ini bertugas mempersiapkan secara administrasi usulan 
kenaikan pangkat pegawai berdasarkan periode yang telah 
ditetapkan dan usulan pengangkatan jabatan struktural. Serta 
mengatur dalam penempatan pegawai, membuat tarif gaji dan 
membuat perubahan tarif gaji. 
2) Fungsi Pencatatan waktu hadir (Absensi) 
Bertugas untuk menyelenggarakan catatan kehadiran atau absensi 
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fungsi ini sudah terpisah dari 
fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi pencatatan waktu ini 
dilaksanakan sub bagian kepegawaian. Sub bagian kepegawaian 
bertugas memeriksa atau mengontrol absensi pegawai yang 
bertujuan untuk memantau tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 
3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji 
Bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) gaji dan daftar perubahan gaji Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), Mutasi Gaji (M1), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). 
Fungsi pembuat gaji ini dilaksanakan oleh bendahara pembuat 
daftar gaji. Fungsi ini dilaksanakan sub bagian keuangan Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.    
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4) Fungsi Keuangan 
Fungsi ini dilakukan oleh Bendahara Umum Pemegang Kas  
Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Fungsi 
keuangan bertanggug jawab untuk menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) gaji yang diterima dari bendahara pembuat daftar gaji Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
5) Fungsi Akuntansi 
Fungsi ini dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran pada sub 
bagian keuangan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. 
Fungsi Akuntansi bertugas dan bertanggung jawab untuk 
mengambil cek dari bendahara umum Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku pemegang kas daerah 
untuk dicairkan ke bank yang telah ditunjuk pemerintah guna 
membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini, bank 
yang ditunjuk adalah Bank Jatim.  
b. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi 
1) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian PNS 
a) Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
b) Akte nikah bagi yang sudah berkelurga. 
c) Surat Keterangan Kelurga. 
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2) Dokumen yang digunakan sebagai pendukung perubahan gaji PNS 
a) Surat keputusan berkala bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
berkala. 
b) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang naik pangkat. 
c) Surat keterangan perubahan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang ada penambahan atau berkurang jiwa. 
d) Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan 
jabatan fungsional. 
e) Surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan struktural 
maupun fungsional. 
f) Pernyataan no 1 sampai 5 jika ada. 
3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji 
Dokumen ini berisi tentang rincian gaji yang akan diterima oleh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). SPP gaji ini berfungsi sebagai rekap 
daftar gaji PNS serta sebagai bukti pembayaran gaji bagi instansi. 
4) Mutasi Gaji (M1) 
Dokumen ini dibuat dalam bulan berjalan setiap bulan oleh fungsi 
pembuat daftar gaji yang digunakan untuk merevisi daftar gaji 
pegawai yang mengalami perubahan gaji. Perubahan gaji bisa 
berupa kenaikan gaji karena naik pangkat atau berkala dan 
penurunan gaji. 
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5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dulu pada Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi disebut 
dengan Surat Perintah Membayar SPM). Surat Perintah Pencairan 
Dana diterbitkan oleh bendahara umum pemegang kas daerah pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA). SP2D dibuat sebagai 
bukti konkrit untuk pencairan dana dari kas daerah. Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) ini sah apabila telah ditandatangani dan 
distempel oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset atau pejabat yang berwenang. 
6) Buku absensi 
Buku absensi berisi tanda tangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
yang dilakukan pada setiap jam masuk kantor untuk menilai 
kedisiplinan kerja dan kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
7) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 
Surat Pertanggung Jawaban dibuat sebagai laporan bahwa 
penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah dilakukan 
sesuai dengan prosedur  yang berkala. 
c. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pada 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi : 
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1) Buku Jurnal umum 
Dalam pencatatan gaji pegawai, jurnal umum ini digunakan untuk 
mencatat distribusi pembayaran gaji pegawai. Tugas ini dilakukan 
oleh bendahara pengeluaran. 
d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi 
1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir (Absensi) 
Pencatatan daftar hadir atau absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dilakukan oleh sub bagian kepegawaian. Daftar absensi pegawai 
ditanda tangani oleh pegawai yang bersangkutan setiap kali masuk 
kerja. 
2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 
Prosedur pembuatan daftar gaji dilakukan oleh fungsi pembuat 
daftar gaji pada sub bagian keuangan. Prosedur ini dimulai dengan 
membuat M1 jika ada perubahan gaji pegawai, kemudian membuat 
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji, lalu diserahkan ke Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dicek 
kebenaran dan diteliti kelengkapannya bersamaan dengan Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran gaji untuk bulan 
sebelumnya. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut dibuat 
setiap tanggal 10 untuk laporan pertanggung jawaban pembayaran 
gaji Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
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3) Prosedur Pembayaran Gaji 
a) Sebelum tanggal 30 setiap bulan berjalan, fungsi pembuat 
daftar gaji menerima hasil rekapitulasi potongan dan 
komponen-komponen penghasilan setiap pegawai per golongan 
sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari fungsi kepegawaian 
kemudian menghitung gaji bersih setiap pegawai, lalu membuat 
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji dan membuat M1, 
jika ada perubahan gaji pegawai. SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) gaji dan M1 kemudian harus dikirimkan ke 
Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset sebelum tanggal 30 setiap 
bulannya bersamaan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) bulan 
sebelumnya sebagai pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan 
Dana). SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut sudah 
diotorisasi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi. 
b) Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset menerima SPP (Surat 
Permintaan Pembayaran) gaji kemudian mengecek kebenaran 
data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji tersebut yang 
berisi tentang gaji pokok, tunjangan dan potongan-potongan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memeriksa SPJ (Surat 
Pertanggung Jawaban) bulan sebelumnya,  kemudian 
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menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dokumen 
ini diotorisasi oleh pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. Setelah melalui proses otorisasi oleh 
pejabat yang berwenang, SP2D dikirim Bendahara Umum 
Pemegang Kas Daerah ke Bendahara Pengeluaran Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
c) Setiap tanggal 1 Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan 
dan Pengelolaan Pasar menerima SP2D (Surat Perintah 
Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah 
yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan, 
untuk kemudian dicairkan melalui bank yang telah ditunjuk 
oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bank yang ditunjuk 
adalah Bank Jatim. Setelah mencairkan dana, Bendahara 
Pengeluaran memasukkan uang gaji pegawai ke dalam amplop 
gaji pegawai kemudian membagikannya sesuai dengan gaji 
pegawai masing-masing. 
e. Bagan alir sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi : 
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KETERANGAN FLOWCHART : 
M1  : Mutasi gaji 
SPP   : Surat Permintaan Pembayaran     
SPJ   : Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
SP2D   : Surat Perintah Pencairan Dana 
BPKA  : Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
 
 KETERANGAN BAGAN ALIR PROSEDUR SISTEM PENGGAJIAN 
1) Bagian Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
a) Merekap dan mengecek daftar hadir pegawai 
b) Berdasarkan daftar hadir pegawai tersebut, Bagian Kepegawaian 
membuat buku absensi rangkap dua. 
c) Merekapitulasi penghasilan pegawai per golongan sesuai SK (Surat 
Keputusan). 
d) Mengirimkan buku absensi lembar pertama dan hasil rekapitulasi 
penghasilan pegawai ke Bagian Pembuat Daftar Gaji. 
e) Mengarsipkan buku absensi lembar kedua secara permanen 
berdasarkan tanggal. 
2) Pembuat Daftar Gaji Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
a) Menerima buku absensi lembar pertama dan hasil rekapitulasi 
penghasilan pegawai dari Bagian Kepegawaian. 
b) Berdasarkan buku absensi, pembuat daftar gaji kemudian 
menghitung gaji bersih pegawai, lalu membuat SPP (Surat 
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Permintaan Pembayaran) gaji rangkap tiga, M1 (Mutasi gaji) jika 
ada perubahan, dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). SPJ tersebut 
biasanya dibuat tanggal 10 bulan sebelumnya. 
c) Mengirimkan buku absensi lembar pertama, SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) gaji lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat 
Pertanggung Jawaban) yang sudah diotorisasi oleh pejabat yang 
bersangkutan ke Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 
d) Mengirimkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar 
pertama dan amplop gaji ke Bendahara Pengeluaran Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. 
e) Mengarsipkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar 
ketiga  dan hasil rekapitulasi secara permanen berdasarkan tanggal. 
3) Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah 
a) Menerima buku absensi lembar pertama, SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) gaji lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat 
Pertanggung Jawaban) dari Bagian Pembuat Daftar Gaji. 
b) Meneliti dan mengecek ulang dokumen-dokumen yang diterima 
dari Bagian Pembuat Daftar Gaji. 
c) Berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bagian 
Pembuat Daftar Gaji, kemudian Bagian Umum Pemegang Kas 
Daerah membuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  rangkap 
dua. Dokumen ini diotorisasi oleh pejabat BPKA. 
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d) Mengirimkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) lembar 
pertama ke Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 
e) Mengarsipkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) lembar 
kedua, buku absensi lembar pertama, SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat 
Pertanggung Jawaban) secara permanen berdasarkan tanggal. 
4) Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
a) Menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar 
pertama dan amplop gaji dari Bagian Pembuat Daftar Gaji. 
b) Menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) gaji lembar 
pertama dari Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah. 
c) Mencairkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) gaji melalui 
bank yang telah ditunjuk pemerintah daerah. Dalam hal ini, bank 
yang ditunjuk adalah Bank Jatim. 
d) Memasukkan uang gaji pegawai ke dalam amplop gaji. Kemudian 
membagikannya kepada pegawai berdasarkan SPP (Surat 
Permintaan Pembayaran) gaji.   
f. Unsur-unsur yang mempengaruhi pembayaran gaji 
Unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya gaji yang akan diterima 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sbagai berikut : 
1) Gaji Pokok 
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Gaji pokok adalah gaji yang telah ditetapkan sesuai dengan 
pangkat atau golongan yang disandang oleh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Besaran gaji yang diterima masing-masing pegawai tidak 
sama, gaji yang diterima sesuai dengan pangkat atau golongan 
pegawai yang bersangkutan. 
2) Tunjangan 
Tunjangan yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah : 
a) Tunjangan Keluarga 
Bagi yang sudah berkeluarga, memperoleh tunjangan keluarga 
yang terdiri dari : 
Istri    : 5% dari Gaji Pokok 
Anak  : 2,5% dari Gaji Pokok 
b) Tunjangan Jabatan 
Kepala Dinas 2  : Rp. 2.025.000 
Eselon 3, yaitu Kabid : Rp. 1.260.000 
Eselon 4, yaitu Kasi : Rp.    540.000 
c) Tunjangan Fungsional umum 
Golongan 4  : Rp.    190.000 
Golongan 3  : Rp.    185.000 
Golongan 2  : Rp.    180.000 
Golongan 1  : Rp.    175.000 
d) Tunjangan Beras 
Tunjangan beras sebesar Rp. 42.300/kg  x  10  
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e) Tunjangan PPh atau khusus yaitu 5% dari Gaji pokok. 
 
3) Potongan 
Potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada adalah : 
a) Iuran wajib pegawai yaitu 10% dari Gaji pokok. 
b) Askes yaitu 2% dari Gaji pokok 
c) PPh 21 
d) TAPERUM 
Golongan 4  : Rp.    10.000 
Golongan 3  : Rp.      7.000 
Golongan 2  : Rp.      5.000 
Golongan 1  : Rp.      3.000 
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Berikut ini perincian penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi : 
Gaji Pokok 
Tunjangan Jabatan    Rp. xxx 
Tunjangan Keluarga    Rp. xxx 
Tunjangan Fungsional umum   Rp. xxx 
Tunjangan Beras    Rp. xxx 
Tunjangan PPh    Rp. xxx 
 
Gaji Kotor       Rp. xxx 
Potongan-potongan : 
Iuran Wajib Pegawai    Rp. xxx 
Askes      Rp. xxx 
Pajak PPh 21     Rp. xxx 
TAPERUM     Rp. xxx 
 
 Jumlah potongan      Rp. xxx 
 Gaji Bersih       Rp. xxx 
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2. Evaluasi Sistem Penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi 
Berdasarkan uraian sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan 
pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, penulis 
akan melakukan evaluasi sistem terhadap sistem akuntansi penggajian 
yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, dan jaringan 
prosedur yang membentuk sistem, serta sistem pengendalian intern 
didalamnya. Berikut ini evaluasi sistem penggajian pada Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi : 
a. Evaluasi terhadap fungsi yang terkait 
1) Dalam sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi sudah terdapat pemisahan fungsi yang 
cukup tegas sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pembuat 
daftar gaji dengan fungsi kepegawaian, fungsi akuntansi dengan 
fungsi pembuat daftar gaji. 
2) Pengendalian intern yang baik mengharuskan fungsi pencatatan 
waktu hadir harus terpisah dari fungsi pembuat daftar gaji. Pada 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi 
pemisahan tersebut sudah dilaksanakan yaitu fungsi pencatatan 
waktu hadir terpisah dari fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi 
pencatatan waktu hadir ini dilaksanakan oleh sub bag. kepegawaian 
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sedangkan fungsi pembuat daftar gaji dilaksanakan oleh sub bagian 
keuangan. 
3) Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian pada Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi adalah 
fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi 
pembuat daftar gaji, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. 
b. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan 
1) Penyelenggaraan pencatatan terhadap transaksi yang berkaitan 
dengan sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sudah cukup baik. Hal 
tersebut dapat terlihat dengan hampir seluruh transaksi atau 
kegiatan yang terdapat dalam sistem penggajian di Dinas 
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi terekam 
dalam berbagai dokumen. 
2) Setiap dokumen yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi dalam sistem penggajian juga 
telah mendapat otorisasi dari pejabat atau bagian yang berwenang. 
Seperti bukti Surat Perintah Pencairan Dana yang diotorisasi oleh 
Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 
3) Dokumen yang digunakan pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi dalam sistem penggajian 
yaitu dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian, 
dokumen yang digunakan sebagai pendukung perubahan gaji, Surat 
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Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji, Mutasi Gaji (M1), Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ), SP2D dan buku daftar hadir pegawai. 
c. Evaluasi terhadap catatan akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian adalah 
buku jurnal umum yang digunakan untuk mencatat distribusi 
pembayaran gaji pegawai. Tugas ini dilaksanakan oleh bendahara 
pengeluaran Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 
Ngawi. 
d. Evaluasi terhadap jaringan prosedur 
1) Pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, 
prosedur penggajian yang digunakan dalam sistem penggajian 
sudah lengkap, yaitu dimulai dengan prosedur pencatatan waktu 
hadir, prosedur pembuatan daftar gaji dan yang terakhir adalah 
prosedur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
2) Prosedur pencatatan waktu hadir pada Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi  dilakukan oleh Sub Bagian  
Kepegawaian. Bagian Kepegawaian dalam prosedur ini juga 
mengecek kelengkapan daftar hadir pegawai.  
3) Prosedur selanjutnya dalam sistem penggajian Dinas Perdagangan 
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi adalah prosedur 
pembuatan daftar gaji yang dilaksanakan oleh bendahara pembuat 
daftar gaji pada sub bagian keuangan. Prosedur ini dimulai dengan 
dibuat Mutasi Gaji jika ada perubahan gaji yang diterima Pegawai 
liv 
 liv 
Negeri Sipil (PNS) sampai dengan diterbitkannya SPP Gaji yang 
memuat jumlah gaji, tunjangan-tunjangan, dan potongan-potongan 
yang menjadi beban PNS. 
4) Prosedur yang terakhir adalah prosedur pembayaran gaji. Prosedur 
ini dimulai dari diterbitkannya cek yang kemudian dicairkan guna 
membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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BAB III 
TEMUAN 
 
Berdasarkan evaluasi dan pembahasan mengenai sistem penggajian pada 
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, penulis menemukan 
beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem penggajian tersebut, antara lain 
sebagai berikut : 
A. KELEBIHAN 
1. Sistem Penggajian yang diselenggarakan  oleh Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan prosedur yang 
ada yaitu dimulai dari prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur 
pembuatan daftar gaji dan prosedur pembayaran gaji. 
2. Adanya pemisahan fungsi yang terkait diantaranya, fungsi pembuat daftar 
gaji terpisah dari fungsi pencatatan waktu hadir , fungsi pembuat daftar 
gaji terpisah dengan fungsi kepegawaian, dan fungsi pembuat daftar gaji 
terpisah dengan fungsi akuntansi. 
3. Adanya otorisasi oleh bagian atau pihak yang berwenang dalam 
penggunaan berbagai dokumen dalam sistem penggajian yang ada. 
4. Dibuatnya surat pertanggungjawaban gaji sehingga pencatatan gaji pada  
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi dapat 
dipertanggungjawabkan secara baik. 
5. Dalam prosedur pengambilan gaji sudah cukup baik. Hal ini ditandai 
dengan adanya tanda tangan dari pegawai yang bersangkutan waktu 
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pengambilan gaji, karena dapat meminimalkan resiko kesalahan 
pemberian gaji. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Dalam pencatatan daftar hadir, tidak disertai dengan pencatatan waktu 
pulang atau meninggalkan tempat kerja. Hal ini memungkinkan para 
pegawai dapat meninggalkan tempat kerja dan pulang sebelum waktu kerja 
berakhir. 
2. Dalam instansi pemerintah tidak ada pemberian bonus bila ada pegawai 
yang berprestasi, hal ini dapat menyebabkan para pegawai tidak terpacu 
dalam melaksanakan tugasnya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu sistem yang 
terdapat dalam suatu instansi atau perusahaan. Sistem ini dirancang agar 
dapat menunjang tercapainya tujuan dari instansi atau perusahaan tersebut, 
dan terciptanya pengendalian intern yang baik. Sistem akuntansi penggajian 
juga bertujuan menjamin ketepatan pembayaran gaji pegawai baik dalam 
jumlah maupun waktu pembayaran. 
Pada  Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi,  
sistem penggajian dilakukan melalui serangkaian prosedur sebelum gaji 
dapat diterima oleh para pegawai. Berdasarkan evaluasi dan pembahasan 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa sistem penggajian pada  Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sudah cukup baik. Hal ini dapat 
tercermin dari adanya hal-hal berikut ini : 
1. Pelaksanaan sistem penggajian pada  Dinas Perdagangan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan secara efektif 
dan efisien. Efektif dapat dilihat dari struktur organisasi yang 
memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas, dan telah dilakukan 
otorisasi dan pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan 
dalam sistem penggajian. Efisien dapat dilihat dari keseluruhan dokumen 
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yang menjadi dasar penghitungan gaji telah diproses dengan benar dan 
tidak memerlukan waktu yang lama untuk penghitungan gaji pegawai, 
serta telah diteliti ulang sehingga meminimalkan kesalahan 
penghitungan gaji. 
2. Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Ngawi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan 
adanya otorisasi dan prosedur pencatatan pada dokumen-dokumen 
penggajian. 
3. Pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, 
sistem dalam pengambilan gaji pegawai sudah cukup baik, hal ini 
ditandai dengan adanya bukti pengambilan gaji dan bukti tanda tangan 
dari pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya prosedur ini maka 
kesalahan dalam pembayaran gaji dapat dikurangi. 
4. Pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, 
dokumen dan formulir yang digunakan dalam sistem penggajian sudah 
bernomor urut tercetak, dan dibuat rangkap. Hal ini akan memudahkan 
dalam pengarsipan dan penelusuran serta pertanggungjawaban. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan sistem 
akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Ngawi, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin 
dapat bermanfaat dalam penyempurnaan sistem akuntansi penggajian pada 
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Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. Adapun saran-
saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut. 
1. Sebaiknya sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar digunakan pencatatan waktu hadir yang lebih valid, agar tidak 
mengganggu kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Ngawi serta dilengkapi dengan absensi pada waktu pulang 
kerja, sehingga para pegawai tidak ada yang pulang kerja sebelum 
waktunya. 
2. Sebaiknya dalam instansi pemerintah diadakan pemberian bonus bila ada 
pegawai yang berprestasi, agar para pegawai terpacu dalam melaksanakan 
tugasnya. 
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